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ABSTRAK 

 
Pelayanan publik merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepemimpinan pengawas adalah proses 

mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan pengawas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan 

keahlian teknis, tetapi juga pada pengembangan aspek kepemimpinan yang diperlukan untuk 

mengelola dan memotivasi tim kerja dalam konteks pelayanan publik. Melalui sesi pelatihan, para 

pengawas belajar strategi manajemen, keterampilan komunikasi, kepemimpinan berbasis nilai, 

dan cara mengatasi tantangan khusus yang ada di lingkungan pelayanan publik. Oleh karena itu, 

PKP diyakini dapat meningkatkan kompetensi manajerial pejabat pengawas, motivasi pejabat 

pengawas, dan kemampuan pejabat pengawas dalam mengelola dan mengendalikan pelayanan 

publik. 

Kata Kunci: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Kualitas Pelayanan Publik 

 

PENDAHULUAN  

 
Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang 

merupakan hak dan kewajiban negara. Pelayanan publik adalah upaya pemerintah atau lembaga 

publik dalam menyediakan layanan, fasilitas, atau kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti 
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kesehatan, pendidikan, keamanan, transportasi, dan administrasi, yang disediakan untuk 

kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat (Lynn, 2006; Denhardt & Denhardt, 2015). 

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas layanan publik meliputi inovasi dan kemajuan dalam 

penelitian dasar (Adrian, Sundi, & Marissa, 2022). Faktor lainnya meliputi akses mudah, 

kecepatan pelayanan, responsif, komunikasi pelayanan, dan efektivitas biaya (Gutnikova, 2022). 

Disamping faktor tersebut, Faktor eksternal dan internal juga berperan dalam persepsi konsumen 

terhadap kualitas layanan komersial (Stefano & Massimo, 2020). Selain itu, kepuasan dan kualitas 

memiliki dampak signifikan terhadap loyalitas terhadap entitas publik (Nilza, 2021). Di sektor 

transportasi, kualitas layanan dinilai berdasarkan kriteria seperti keamanan, keamanan, ramah 

lingkungan, aksesibilitas, kecepatan, dan kenyamanan (Muna, Eissa, Alnuaimi, Norafidah, & 

Syed, 2021). Faktor-faktor ini berkontribusi pada tingkat keseluruhan layanan komersial dan daya 

saing perusahaan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik sangat bervariasi dan dapat 

melibatkan aspek organisasional, kebijakan, manajerial, budaya, teknologi, dan lainnya. 

Kepemimpinan yang kuat, baik dari level manajemen puncak hingga tingkat yang lebih rendah, 

dapat membentuk budaya organisasi yang fokus pada pelayanan yang unggul. Kompetensi, 

motivasi, dan keterampilan staf dalam memberikan pelayanan secara langsung mempengaruhi 

kualitas layanan. Kebijakan yang jelas, prosedur yang efisien, dan peningkatan berkelanjutan 

dalam sistem manajemen dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan, implementasi, dan evaluasi layanan dapat memperbaiki kualitas pelayanan. 

Penggunaan teknologi yang tepat dan inovasi dalam penyediaan layanan dapat meningkatkan 

efisiensi dan kualitas. Budaya yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada 

pelayanan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Kualitas 

pelayanan publik di Indonesia telah menjadi topik penelitian dalam beberapa studi. Penelitian 

telah menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kualitas layanan publik di Indonesia berada pada 

tingkat tinggi, dengan wilayah Jawa dan Bali memiliki pencapaian rata-rata yang lebih baik 

dibandingkan dengan wilayah lain (Bagus & I Nyoman, 2023). Namun, masih terdapat 

pemerintah daerah dengan kualitas layanan publik yang menengah dan rendah yang memerlukan 

perbaikan (Aris, Dewi, & Puji, 2023).  

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kompetensi para pejabat pemerintah untuk 

memberikan layanan maksimal kepada masyarakat (Bernadetta & Wahyu, 2022). Upaya telah 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan menerapkan prinsip tata kelola 
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yang baik dan memastikan kompetensi aparat pemerintah (Dasman, Boni, Syamsir, & Lince, 

2023). Selain itu, penggunaan teknologi, seperti sistem online, telah diterapkan untuk 

menyederhanakan proses layanan dan memberikan lebih banyak transparansi aliran informasi 

kepada masyarakat (Faiz & Defamifta, 2022). Secara keseluruhan, terdapat fokus pada 

peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan 

di beberapa area tertentu. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) memiliki keterkaitan yang 

erat dengan peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik. PKP tidak hanya memberikan 

landasan bagi para pengawas pelayanan publik dalam mengelola sumber daya dan memimpin tim, 

tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.  

Pelatihan kepemimpinan pengawas memiliki dampak signifikan pada kualitas layanan publik 

(Nur & Ishak, 2023; Marina, 2022). Program pelatihan yang fokus pada peran pengawas dalam 

budaya program pelatihan dan motivasi intrinsik mereka terbukti berdampak positif terhadap 

transfer pengetahuan di sektor publik (Tirton, 2022). Selain itu, pendidikan dan pelatihan 

memainkan peran penting dalam meningkatkan standar hidup dan kualitas layanan yang 

disediakan (Lukhanina, Oleksandr, & Eva, 2023; Yusuf, 2017). Namun, penting untuk dicatat 

bahwa intervensi yang difokuskan pada pengawas mungkin memiliki efek positif dan negatif. 

Sementara karyawan mendapat manfaat dari intervensi tersebut dengan tingkat ketegangan 

psikologis yang lebih rendah dan kekhawatiran tentang keselamatan, pengawas mungkin 

mengalami konflik antara pekerjaan dan keluarga yang lebih tinggi serta komitmen organisasi 

yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan potensi efek merugikan 

pada pengawas dan menerapkan strategi untuk mengurangi efek tersebut. Secara keseluruhan, 

pelatihan kepemimpinan pengawas sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik, 

namun perhatian yang cermat harus diberikan pada kesejahteraan dan tuntutan pekerjaan dari 

pengawas. 

 

 

PELAYANAN PUBLIK 

 
Mengetahui esensi dari memberikan layanan kepada masyarakat sangat penting dalam 

menentukan cara terbaik dalam melaksanakan suatu layanan. Layanan publik tidak hanya 

merupakan tugas rutin dari lembaga pemerintah untuk tujuan politik, atau sekadar penggunaan 

dana negara. Ini karena memberikan layanan kepada masyarakat memerlukan lebih dari sekadar 

tindakan formal seperti mengambil sumpah atau mengenakan seragam. Lebih daripada itu, 



Jurnal SIPATOKKONG BPSDM SULSEL 

Volume 4 Nomor 3 (Juli – September 2023)  

ISSN: 2721-5407 (Online) 

) 

Jurnal SIPATOKKONG 

BPSDM SULSEL 

Volume 3  Nomor 4  (Oktober- 

Desember Tahun 2022 

 
 
 

270 
Mustamin. 2023. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ..... 

 
 

 

pelayanan publik pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan membantu 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara individu maupun secara 

keseluruhan. Bahkan, pelayanan publik merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan mulia suatu 

bangsa. Oleh karena itu, para pelaku pelayanan publik harus memiliki kesadaran dan sikap mental 

yang sesuai dengan pandangan yang mulia tersebut. Lebih dari itu, pejabat pemerintah seharusnya 

menyadari bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat juga bisa memiliki dimensi 

spiritual: yaitu menjalankan perintah agama untuk menjadi individu yang berguna bagi orang lain 

dan melayani sesama. 

Konsep pelayanan publik adalah penyediaan kegiatan dan fungsi oleh pemerintah yang 

sangat penting bagi kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Ini melibatkan tugas dan fungsi 

yang terkait dengan hak dan kepentingan masyarakat, yang didanai oleh anggaran negara atau 

lokal. Pelayanan publik lebih luas daripada pelayanan sipil, karena meliputi tidak hanya layanan 

administratif dan khusus, tetapi juga layanan politik dan korporatif, yang tunduk pada delegasi 

kekuasaan dari lembaga pemerintah negara atau lokal. Pelayanan publik dilakukan secara 

profesional dan netral secara politis, dan pembentukannya didasarkan pada tindakan administratif 

berupa penunjukan atau pemilihan. Pelayanan publik ditandai dengan perbedaan kualitatif dari 

inisiatif swasta, diatur secara khusus, dan memiliki legitimasi publik yang melekat dalam kekuatan 

negara (Luis, 2022; Linh, Huay, & Bảo, 2021).  

Oleh karena itu, pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menjalankan fungsi-fungsinya yang melibatkan interaksi langsung antara pemerintah dan 

masyarakat. Pelayanan publik adalah pengelolaan organisasi pemerintah dan perangkatnya untuk 

mencapai tujuan-tujuan pemerintah serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik 

adalah sektor yang mengkhususkan diri dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. 

Pelayanan publik sebagai suatu upaya untuk mengelola sumber daya secara efisien demi mencapai 

tujuan-tujuan pemerintah. Baginya, pelayanan publik adalah tentang bagaimana pemerintah 

mengatur dan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Dari sudut pandang tersebut, 

pelayanan publik melibatkan berbagai aspek, seperti interaksi antara pemerintah dan masyarakat, 

manajemen organisasional, penyediaan layanan dasar, efisiensi sumber daya, dan pencapaian 

tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik di Indonesia merupakan perhatian yang signifikan. Beberapa studi 

telah dilakukan untuk menilai dan meningkatkan penyediaan layanan publik. Bagus dan Subanda 

menemukan bahwa Investasi dan Layanan Terpadu Satu Pintu (IIOSS) di Provinsi Bali memenuhi 
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Standar Pelayanan Publik Indonesia dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Bagus & I 

Nyoman, 2023). Lanin dkk. memeriksa peran manajer publik di sektor pariwisata dan 

menemukan bahwa kualitas layanan secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kepuasan 

publik (Dasman, Boni, Syamsir, & Lince, 2023). Nur Azizah dkk. fokus pada dampak pandemi 

COVID-19 terhadap kualitas layanan publik dan menyoroti efek positif reformasi digital, seperti 

aplikasi Masaran Komplit, di Desa Masaran (Siti, Nur, Eta, Martien, & Iwan, 2022). Penelitian 

Abdullah Mohamad Said menekankan pentingnya kualitas dan aksesibilitas dalam layanan 

kesehatan dan pendidikan, sambil menyoroti kebutuhan evaluasi dan perbaikan (Faiz & 

Defamifta, 2022). Umami dkk. membahas prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik dalam 

penyediaan layanan publik, termasuk transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan 

kenyamanan (Sutaryo, Salawati, Shaharudin, & Sophee, 2022).  

Studi-studi di atas secara kolektif berkontribusi pada pemahaman dan peningkatan kualitas 

pelayanan publik di Indonesia. Berikut adalah beberapa argumen yang bisa dijabarkan terkait 

dengan kualitas pelayanan publik di Indonesia: 

1) Kendala Struktural dan Infrastruktur: Infrastruktur pelayanan publik di Indonesia 

seringkali menghadapi tantangan yang terkait dengan keterbatasan sumber daya, termasuk 

infrastruktur fisik, anggaran, dan sumber daya manusia. Beberapa daerah, terutama di luar 

pulau Jawa, mungkin mengalami kesulitan dalam penyediaan layanan yang sama dengan 

yang ada di wilayah perkotaan atau lebih maju. 

2) Birokrasi yang Rumit: Birokrasi yang kompleks dan panjang sering kali menjadi kendala 

dalam memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Proses administratif yang memakan 

waktu dan berbelit-belit dapat menghambat kemudahan akses masyarakat terhadap 

layanan yang mereka butuhkan. 

3) Korupsi dan Integritas: Masalah korupsi dan kurangnya integritas dalam lembaga 

pelayanan publik di Indonesia menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini dapat 

memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan dan merugikan masyarakat. 

4) Peningkatan Digitalisasi: Meskipun ada sejumlah kendala, pemerintah Indonesia telah 

melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 

memperkenalkan layanan digital. Ini termasuk layanan-layanan online yang bertujuan 

untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. 

5) Penyediaan Layanan Dasar: Meskipun terdapat kekurangan dalam kualitas di beberapa 

aspek, pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan dasar seperti pendidikan, 
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kesehatan, dan keamanan sosial kepada masyarakat. Namun, kualitas dari layanan-

layanan ini masih perlu ditingkatkan. 

6) Partisipasi Masyarakat: Peningkatan kualitas pelayanan publik juga tergantung pada 

partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan dan partisipasi 

dalam layanan publik, biasanya hal ini mendorong peningkatan kualitas layanan. 

7) Peningkatan Sumber Daya Manusia: Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam memberikan layanan 

publik. Pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kualitas SDM menjadi kunci penting 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

8) Pengawasan dan Evaluasi: Perlu adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih 

efektif terhadap lembaga pelayanan publik untuk memastikan bahwa standar kualitas 

ditegakkan dan terus ditingkatkan. 

 

 

PKP DAN KUALITAS KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

Kepemimpinan pengawas atau supervisory leadership adalah gaya kepemimpinan yang fokus 

pada pengawasan dan pengelolaan langsung terhadap tim atau bawahan. Jenis kepemimpinan ini 

berfokus pada aspek pengawasan, pemantauan, serta pengaturan operasional sehari-hari dari 

suatu tim atau kelompok kerja. Pemimpin pengawas biasanya bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa tugas dan aktivitas sehari-hari dilakukan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, kebijakan perusahaan, dan tujuan organisasi. Mereka juga terlibat dalam memberikan 

arahan, memberi umpan balik, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan. 

Pemimpin dengan gaya ini biasanya memiliki peran yang lebih langsung dan terlibat secara aktif 

dalam mengarahkan pekerjaan tim. Mereka memonitor perkembangan, memastikan kelancaran 

proses kerja, dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Kepemimpinan pengawas 

seringkali fokus pada aspek operasional, efisiensi, dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Mereka 

memainkan peran penting dalam memberikan arahan, mengelola konflik, serta membantu 

bawahan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Namun, perlu dicatat bahwa kepemimpinan 

pengawas tidak selalu terbatas pada pengawasan semata, tetapi juga membutuhkan kemampuan 

untuk memberikan dorongan motivasi, membangun hubungan kerja yang baik, serta 

mengembangkan bawahan dalam hal keterampilan dan kinerja mereka. Kepemimpinan pengawas 

yang efektif memadukan pengawasan yang ketat dengan dukungan dan bimbingan yang 
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konstruktif kepada anggota tim. Kepemimpinan pengawas, menurut para ahli, adalah konsep 

kepemimpinan yang terfokus pada pengelolaan dan pengawasan langsung terhadap tugas dan 

aktivitas sehari-hari suatu tim atau kelompok kerja. Beberapa pandangan para ahli mengenai 

kepemimpinan pengawas (Lynne & Noel, 2017), antara lain: 

1) Robert Katz: Katz menyoroti pentingnya kepemimpinan dalam fungsi pengawasan yang 

efektif. Menurutnya, manajer atau pemimpin pengawas harus mampu mengendalikan dan 

memonitor aktivitas bawahan, serta mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2) Fred Luthans: Luthans menggarisbawahi pentingnya supervisory leadership dalam 

manajemen efektif organisasi. Menurutnya, kepemimpinan pengawas melibatkan 

pemantauan, kontrol, dan koordinasi untuk memastikan kelancaran operasional. 

3) John Kotter: Kotter menekankan peran pengawasan dalam memastikan pelaksanaan 

tugas-tugas yang telah ditetapkan. Bagi Kotter, kepemimpinan pengawas penting dalam 

memastikan tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dilakukan sesuai standar yang 

ditentukan. 

4) Rensis Likert: Likert mengemukakan bahwa kepemimpinan pengawas adalah salah satu 

dari empat gaya kepemimpinan yang terfokus pada pengawasan dan pengelolaan langsung 

terhadap bawahan. Menurutnya, pemimpin pengawas melakukan pengawasan secara 

aktif untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan dan standar. 

Para ahli ini menggarisbawahi bahwa kepemimpinan pengawas melibatkan peran yang aktif 

dalam mengendalikan, memonitor, dan memastikan kelancaran operasional serta pencapaian 

tujuan organisasi. Pengawas tidak hanya memantau, tetapi juga memastikan bahwa tugas-tugas 

dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 

telah terbukti memiliki dampak positif pada kualitas kinerja pelayanan publik (Janusz & Izabela, 

2017). Hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kualitas hubungan pengawas 

dengan bawahan telah terbukti memengaruhi pelatihan karyawan, kesempatan kerja, serta 

kualitas dan usaha kerja di organisasi publik (Daniel & Phuthi, 2016). Praktik kepemimpinan 

efektif, seperti hubungan mentor-murid, promosi hubungan, kerjasama dan persaingan, serta 

umpan balik secara langsung, telah terbukti memengaruhi kualitas layanan dan kinerja guru di 

sekolah dasar negeri (Catur, Ellin, & Abdul, 2022). Selain itu, perilaku manajemen terkait 

motivasi, dinamika kelompok, psikologi personal, dan proses yang efisien berkontribusi secara 

signifikan pada kualitas layanan dan kinerja guru (Shanil, 2023). Kualitas kepemimpinan dalam 
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suatu organisasi, khususnya dalam konteks departemen nasional, terbukti memiliki hubungan 

positif dengan kinerja organisasi. Lebih lanjut, efektivitas fungsi pemantauan dan evaluasi dalam 

suatu organisasi terbukti memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kinerja organisasi daripada 

kualitas kepemimpinan. Hasil kajian di atas menunjukkan bahwa Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas (PKP) memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan kualitas kinerja pelayanan 

publik. Berikut adalah beberapa hubungan yang menjelaskan bagaimana PKP berperan dalam 

meningkatkan kualitas kinerja layanan publik: 

1) Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan: PKP membantu pengembangan keterampilan 

kepemimpinan para pengawas atau manajer di pelayanan publik. Keterampilan seperti 

pengawasan, pemberian arahan, delegasi tugas, dan manajemen konflik menjadi lebih baik 

melalui pelatihan ini. Keterampilan ini sangat penting dalam memastikan kinerja yang 

efektif dan efisien dari bawahan. 

2) Penyampaian Umpan Balik yang Efektif: Melalui PKP, para pemimpin pengawas akan 

belajar bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif kepada bawahan mereka. 

Umpan balik yang tepat dapat membantu bawahan memahami area mana yang perlu 

ditingkatkan dalam pekerjaan mereka, dan memotivasi mereka untuk meningkatkan 

kinerja. 

3) Peningkatan Motivasi dan Kinerja Bawahan: Kepemimpinan yang efektif dapat 

meningkatkan motivasi bawahan. Para pemimpin yang terlatih secara efektif mampu 

menginspirasi dan memotivasi bawahan mereka untuk bekerja lebih baik, menghasilkan 

peningkatan kualitas kerja. 

4) Peningkatan Hubungan dengan Bawahan: PKP membantu pemimpin pengawas 

memahami bagaimana membangun hubungan yang baik dengan bawahan. Hubungan 

yang kuat antara pemimpin dan bawahan cenderung meningkatkan kualitas komunikasi, 

kolaborasi, dan dukungan dalam mencapai tujuan bersama. 

5) Pemantauan Kinerja yang Efektif: Para pemimpin yang terlatih akan memahami cara yang 

lebih baik untuk memantau kinerja bawahan mereka. Hal ini memungkinkan identifikasi 

permasalahan atau kesempatan perbaikan lebih cepat, membantu meningkatkan kualitas 

layanan secara keseluruhan. 

6) Penerapan Praktik Manajemen Terbaik: Melalui PKP, para pemimpin pengawas diberi 

pemahaman tentang praktik manajemen terbaik. Ini mencakup strategi, kebijakan, dan 
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proses terbaik yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan 

oleh organisasi pelayanan publik. 

Keseluruhan, PKP berperan penting dalam mempersiapkan pemimpin pengawas untuk 

mengelola tim mereka dengan lebih efektif, membangun hubungan yang kuat dengan bawahan, 

serta memastikan pengawasan dan umpan balik yang efektif. Hal ini pada akhirnya berkontribusi 

pada peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik secara keseluruhan. 

 

 

PENUTUP 

Artikel ini menyoroti peran yang krusial dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 

dalam meningkatkan kualitas kinerja layanan publik. Melalui pendekatan PKP, pemimpin 

pengawas diberi kesempatan untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, memperbaiki 

hubungan dengan bawahan, serta memastikan pemantauan kinerja yang efektif. PKP tidak hanya 

memberi manfaat bagi individu dalam peran kepemimpinan, tetapi juga berkontribusi secara 

signifikan pada peningkatan kualitas layanan publik secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang berkelanjutan dalam melaksanakan program PKP. 

Pelatihan dan pengembangan kepemimpinan harus menjadi bagian integral dari strategi jangka 

panjang untuk memastikan konsistensi dan efektivitas. Penting untuk terus memantau dampak 

dari program PKP. Evaluasi rutin terhadap kinerja setelah pelatihan dapat membantu menilai 

kesuksesan program dan menyesuaikan pendekatan yang diperlukan. Kolaborasi antara lembaga 

pemerintah dan akademisi serta sektor swasta dapat memperkaya dan memperluas program PKP. 

Melalui kerja sama ini, program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada serta 

mengikuti perkembangan terkini. Memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan 

PKP merupakan langkah yang penting. Pendekatan yang inklusif terhadap teknologi membantu 

mempercepat pembelajaran dan memperkenalkan solusi-solusi baru dalam pembangunan kualitas 

kepemimpinan. Meskipun pentingnya keterampilan teknis, program PKP juga harus 

memperhatikan pengembangan aspek kemanusiaan. Emphatis, komunikasi efektif, dan 

pemahaman mendalam tentang kebutuhan masyarakat juga menjadi kunci dalam kepemimpinan 

yang berhasil. 
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